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Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 quor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4419);
Undang-Undang  Nomor 91 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720);
Unda)ng-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah
beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1_5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); _
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4604);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri
Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);
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